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WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR\\ TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- WALIKOTA JAMBI,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum kepala
daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun
2024, : ‘

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum Ketiga
pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan
Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023
agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan
menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut
sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Jambi tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota
Jambi Tahun 2024-2026;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2286); |

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
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11.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor
77);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor
6402);

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6
Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi
Tahun 2009 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033;

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

£0.

i

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kota Jambi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Walikota adalah Walikota Jambi.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan
untuk periode selama 20 tahun.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi yang
selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen
perencanaan Pembangunan tahunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Jambi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJMN merupakan penjabaran dari
visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPN.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
daerah.

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang
disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang
pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah,
sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah
secara utuh.

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan




pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi
daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan
datang.

16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Oleh
Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat
capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB I
TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RPD memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum,
serta program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan
penjabaran dari tujuan dan sasaran Daerah yang mendasarkan
pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Pasal 3
RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah; dan
b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPD
Pasal 4
(1) Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

meliputi:
a. BABI : Pendahuluan
b. BABII : Gambaran Umum
c. BABIII . Gambaran Keuangan Daerah
d. BABIV . Permasalahan dan Isu Strategis
e. BABV : Tujuan dan Sasaran




BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BABIX : Penutup

3-8

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Isi dan uraian sistematika RPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal \8 £ %< ¢ 2023

WALIKOYA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal ' 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A. RIDWAN
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR *




f. BABVI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

g BABVII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah

h. BAB VIIl : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

i. BABIX : Penutup

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Isi dan uraian sistematika RPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2023
WALIKOTA JAMB
SY 'ASHA
Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

PrtF—

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR




